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TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN),
disampaikan bahwa dalam rangka simplifikasi pelaporan harta kekayaan untuk menjamin integritas
seluruh Aparatur Negara dan qdalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi,
maka setap Aparatur Negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaan
mereka. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara selanjuinya disebut dengan LHKAN. Selanjutnya
guna mendorong efektivitas terwujudnya kondisi tersebut perlu disampakan beberapa hal yang
periu menjadi perhatian bersama sebagai berikut :

1.

Pelaksanaan pelaporan harta kekayaan yang telah berjalan selama ini dilakukan melalui
penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara
negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) terhadap Aparatur Sipii Negara seiain wajib LHKPN, dan SPT Tahunan
yang dilaporkan oleh setiap Aparatur Negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP),

Aparatur Negara mencakup seluruh personel aparatur yang terdiri atas

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Neger Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

b. Anggota Tentara Nasional indonesia (TNI); dan

c. Anggota Kepolisian Negara Republik indonesia (Poliri).

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus
disampaikan oleh setiap Aparatur Negara baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan;

Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta
kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak
diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan

harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun
sebelumnya;

Agar Aparat Pengawas Intemal Pemerintah { APIP) melakukan pemantauan dan pelaporan
atas penyampaian LHKAN tersebut. Hasil pemantauan kemudian dilaporkan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Surat Edaran ini
kepada Bupati Kotawaringin Barat, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB
paling lambat 30 April setiap tahun;




6. Teknis penyampaian hasil pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan LHKAN akan

disampaikan melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan;

7. Kementerian PANRB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan
penyampaian LHKAN sebagaimana terdapat pada angka 5 untuk seluruh instansi
pemerintah.

Dengan terbitnya Surat Edaran Menteri ini, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor | Tahun 2015

tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di
Lingkungan Instans: Pemernntah dinyatakan tidak beriaku.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh
seluruh Perangkat Daerah sebagai bentuk integritas dan komitmen dalam pencegahan tindak pidana

korupsi serta mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Atas perhatian dan kerjasamanya,
disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 24 Februari 2023
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